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I;ersetujuan Publik
Modal Percepat Revisi

Persetujuan mayoritas publik atas revisi UU Peradilan Militer, seperti ter
lihat dari hasil jajak pendapat Lithang "Kompas™, scharusnva mempercepat
rencana revisi. DPR menanti pemerintah menginisiasi revisi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Pembentuk
undang-undang, yakni peme-
rintah dan DPR, scharusnya ti-
dak berlama-lama untuk mere-
visi Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer. Terlebih  mayoritas
publik menyetujui revisi un-
dang-undang tersebut, seclain
karens si merupakan salah
satu amanat Reformasi 1998.
Atas desakan revisi te but,
Komisi ITT DPR menanti
alif revisi dari pemerintah.

Mengutip hasil jajak penda-
pat Litbang Kompas pada 8-11
Agustus, sebagian besar respon-
den (83,9 persen) menyatakan
setuju dengan wacana revisi
terhadap UU Peradilan Militer.
Selain itu, mayoritas responden
(93,1 persen) memintla agar se-
mua kasus korupsi diproses di
peradilan sipil, baik pelakunya
militer maupun sipil (Kompas,
14/8/2023).

Revisi UU Peradilan Militer
mengemuka setelah pengung-
kapan kasus dugaan korupsi di
Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (Basarnas) yang

melibatkan dua perwira TNI
aktif, yakni Kepala Basarnas
2021-2023 Marsckal Madya

Henri Alfiandi dan Koordinator
Administrasi Kepala Basarnas
Letnan Kolonel Afri Budi Cah-
vanto, Penetapan Henri dan Af-
ri sebagai tersangka oleh Ko-
misi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menuai protes dari Pusat
Polisi Militer (Puspom) TNI de-
ngan alasan, mengacu UU Per-
adilan Militer, anggota TNI ak-
tif yang melanggar hukum ha-
rus ditangani polisi  militer,
KPK pun menyerahkan dua
tersangka itu ke Puspom TNIL.
Jika ditarik ke belakang, wa-
cana revisi UU Peradilan Mili-
ter bahkan sudah muncul pas-
ca-Reformasi 1998 dan menjadi

salah satu amanat reformasi.
Kehendak merevisi juga terlihat
dari lahirnya Ketetapan MPR
Nomor VII/MPR/2000 yang
berupaya memotong kewe-
nangan peradilan militer. Na-
mun, hingga terbit UU No
34/2004 tentang TNI, UU Per-
adilan Militer masih berlaku.

Koordinator Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tin-
dak Kekerasan (Kontras) Dimas
Bagus Arya Saputra mengata-
kan, - persetujuan  mayorilas
publik, seperti terlihat dari jajak
pendapat Kompas, seharusnya
mendorong pemerintaly dan
DPR untuk menyegerakan pro-
ses revisi UU Peradilan Militer:

Revisi utamanya harus me-
negaskan bahwa semua kasus
korupsi diproses di peradilan
sipil meski pelakunya militer.

Selama ini, Dimas melihat,
revisi tidak kunjung dilakukan
karena tidak adanya kemauan
politik  pemerintah. Padahal,
aturan di dalamnya sudah tidak
relevan setelah lahirnya UU
TNI. “Sudah beberapa kali
pergantian presiden, yvang mana
setiap rezim terus menggulir-
kan wacana revisi UL Peradilan
Militer. Namun, itu tidak di-
barengi dengan kemauan po-
litis,” ujarnya, saat dihubungi,
Senin (14/8/2023).

Bahkan, menurut Dimas, re-
visi UU Peradilan Militer tidak
pernah lagi masuk dalam Prog-
ram Legislasi Nasional tahunan

sebagal  syarat  pembahasan
aturan  perundang-undangan

oleh pemerintah dan DPR.
Berdasar catatan Kompas,
RUU Peradilan Militer pernah
dibahas pemerintah dan DPR
pada 2005-2009. Namun, peim-
bahasan buntu karena Depar-
temen Pertahanan (saat ini
Kementerian Pertahanan) ma-
sih menginginkan proses pe-

nyelidikan dan penyidikan te-
tap dilakukan institusi peradil-
an militer, bukan sipil

Lebih lanjut, menurut Bagus,
tidak adanya inisiatif dari pe-
merintah  untuk mengajukan
revisi  menunjukkan langkah
mundur reformasi TNI.

Menunggu pemerintah

Anggota Komisi IIT DPR dari
Fraksi Partai Persatuan Pem-
bangunan (PPP), Arsul Sani,
mengalakan, pihaknya menye-
tujui wacana revisi UU Peradil-
an Militer. Aturan itu perlu di-
revisi untuk menuntaskan ama-
nat _reformasi dan untuk me-
wujudkan prinsip  perlakuan
vang sama di hadapan hukum
antara sipil dan militer.

Hal itu sebenarnya sudah
tertuang dalam Pasal 65 Ayat
(2) UU TNI, yvang menyebut-
kan, prajurit tunduk kepada ke-
kuasaan peradilan militer da-
lam hal pelanggaran hukum pi-
dana militer dan tunduk pada
kekuasaan peradilan umum da-
lam hal pelanggaran hukum pi-
dana umum yang diatur dengan
undang-undang. Namun, Pasal
74 UU TNT menerangkan bah-
wa Pasal 65 belum  berlaku
hingga UU Peradilan Militer ba-
ru terbit.

Meski menyetujui revisi, Ar-
sul mengatakan, DPR menung-
gu pemerintah untuk mengini-
siasi revisi. Alasannya, selain
karena terkait dengan teknis
peradilan, TNI berada dalam
lingkungan kekuasaan peme-
rintah sehingga kurang tepat
jika DPR yang menginisiasi wa-
cana revisi.

Sebelumnya, Wakil Presiden
Ma'ruf Amin dan Menteri Ko-
ordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan Mahtfud MD mem-
beri sinyal positif revisi UU Per-
adilan Militer. Namun, Presi-

den Joko Widodo menyatakan
pemerintah belum mendorong
revis

Adapun Panglima TNI Lak-
samana Yll(l() MEII"P‘(JI'I() mene-
gaskan, pihaknya tunduk kepa-
da aturan hukum. "Kalau mau
diubah dan sebagainya, ya, kami
tunduk kepada putusan politik
negara. Kami akan laksanakan,”
katanya, Jumat (4/8).

Insiden Polrestabes Medan

Terkait insiden puluhan pra-
jurit TNI di bawah pimpinan
Mayor Dedi [Masibuan, penasi-
hat hukum Satuan Hukum Ko-
dam T Bukit Barisan, yang men-
datangi Polrestabes Medan un-
tuk meminta penangguhan ter-
sangka pemalsuan tanda tangan
terkait pengurusan sertifikat ta-
nah, 5 Agustus lalu, Puspom TNI
AD (Puspomad) menyatakan ti-
dak menemukan adanya tindak
pidana yang dilakukan Mayor
Dedi serta rombongannya.

“Setelah melalui pendalaman
di Puspom TNI dan Puspomad,
tidak ditemukan unsur pelang-
garan,” ujar Kepala Pusat Pe-
nerangan TNI AD Brigadir Jen-
deral Hamim Tohari saat di-
hubungi, Senin (14/8).

Akan tetapi, ia tidak bersedia
mengelaborasi lebih lanjut hasil
pendalaman itu. Pemeriksaan
mereka kini dikembalikan ke
Kodam I Bukit Barisan. Kepala
Penerangan Kodam [ Bukit Ba-
an Rico J Siagian mengata-
kan, Mayor Dedi dan rombong-
annya masih dalam proses pe-
meriksaan oleh Polisi Militer
Kodam I Bukil Barisan.

Sebelumnya, Panglima TNI
menyebut tindakan prajuritnya
itu kurang etis. Mereka pun
terindikasi melanggar peratur-
an internal, yakni perintah ha-
rian Panglima TNI (Kompas,
8/8/2023). (WIL)
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